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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2014-2019)
terdapat sembilan (9) agenda prioritas berisi visi misi yang dikenal dengan
Nawa Cita. Poin ke tiga (3) dalam Nawa Cita memiliki makna bahwa
pemerintah menginginkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pemerataan ekonomi
(Kompas,2014). Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi
adalah dengan pembangunan infrastruktur.

Presiden Joko Widodo dalam wawancaranya menyatakan bahwa
pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta
untuk meningkatkan hubungan dan kualitas antarkota, antarpulau, antarnegara
(Detik News, 2020). Salah satu pekerjaan pembangunan infrastruktur yang
dimaksud adalah pembangunan jalan baru yang menghubungkan wilayah Bali
bagian Selatan dan Utara. Jalan baru tersebut akan mengurangi kelokan dan
kemiringan sehingga menjadi lebih landai dengan demikian jarak tempuh ke
wilayah utara Pulau Bali menjadi lebih singkat. Dengan terbangunnya jalan
baru tersebut, pemerintah berharap dapat mempercepat perkembangan
perekonomian khususnya pada sektor pariwisata di wilayah Bali bagian utara.

Setiap pembangunan infrastruktur memerlukan tanah sebagai ruang untuk
terselenggaranya kegiatan. Saat ini sangat sulit melakukan pembangunan diatas
tanah negara. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa tanah negara adalah tanah yang tidak
dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Lebih lanjut Sitorus dan Limbong
(2004) menyatakan ketersediaan tanah negara yang belum dilekati suatu hak
oleh seorang subyek sangat terbatas, sehingga ketersediaan tanah dari tanah-
tanah yang sudah dikuasai ataupun dihaki untuk pembangunan adalah hal utama
yang harus diupayakan oleh pemerintah. Dengan demikian kegiatan
pembangunan infrastruktur yang memerlukan tanah dilakukan dengan kegiatan

pengadaan tanah.



Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus
memperhatikan jangka waktu agar dapat berjalan dengan lancar. Pada proses
pengadaan tanah disamping kendala besaran biaya pengadaan tanah, waktu
pelaksananaan merupakan kendala yang sangat krusial (Dharmawan, 2012).
Pengadaan tanah yang terlambat dapat menyebabkan penambahan jangka
waktu pelaksanaan yang juga akan meningkatkan pembiayaan pengadaan
tanah. Lebih lanjut, Maria S.W. Sumardjono (2015) menyatakan bahwa
tahapan perencanaan merupakan tahap awal dan merupakan faktor penentu
dalam pengadaan tanah. Kegagalan dalam tahap perencanaan sangat berpotensi
menghambat jangka waktu penyelesaian pengadan tanah.

Pengadaan tanah untuk Jalan Baru Batas Kota Singaraja-Mengwitani
yang selanjutnya disingkat JBBK Singaraja-Mengwitani merupakan pengadaan
tanah untuk kepentingan umum yang terletak di Kecamatan Sukasada,
Kabupaten Buleleng. Maksud dan tujuan dari JBBK Singaraja-Mengwitani
adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan sehingga
dapat mempercepat akses dari Bali Selatan sebagai destinasi utama pariwisata
Bali menuju Kota Singaraja ataupun sebaliknya. Sehingga secara tidak
langsung terbangunnnya jalan tersebut dapat mempercepat pengembangan
wilayah dan potensi wisata serta peningkatan perekonomian di wilayah Bali.

JBBK Singaraja-Mengwitani di Kabupaten Buleleng terdiri dari 3 ruas,
yakni titik 5-6, titik7-8, dan titik 9-10. Proses pengadaan tanah dan juga
pembangunan titik 5-6 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu
yang dibuat. Pengadaan tanah untuk JBBK Singaraja-Mengwitani titik 7-10
memerlukan lahan sekitar 31 hektar, dimana lokasinya berada di Desa
Wanagiri, Desa Gitgit, dan Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng.
Kegiatan pembebasan lahan untuk JBBK titik 7-8 dan 9-10 ditargetkan selesai
pada akhir tahun 2019, dan tahap pembangunannya dilaksanakan pada tahun
2020 (Tribun Bali 2019).



Proses pekerjaan pengadaan tanah JBBK Singaraja-Mengwitani Titik 7- 10 sampai
dengan akhir tahun 2020 ini yakni pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah dan
pemberian ganti kerugian terhadap pihak yang berhak belum juga dapat diselesaikan.
Menurut penuturan Gubernur Bali dalam wawancaranya, proses pembebasan lahan saat
ini masih mengalami kendala (Tribun Bali, 2019). Dengan demikian pengadaan tanah
untuk pembangunan JBBK Singaraja-Mengwitani titik 7-10 tidak sesuai dengan rencana
waktu yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Mundurnya waktu pelaksanaan
pengadaan  tanah menyebabkan kemunduran penyelesaian pengadaan tanah dan juga
pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
tentang “Manajemen Waktu dan Misschedule Dalam Pengadaan Tanah (Studi Pada
Pembangunan Jalan Baru Batas Kota Singaraja-Mengwitani Titik 7-10 di Kabupaten
Buleleng).

B. Rumusan Masalah

Pengadaan tanah untuk pembangunan JBBK Singaraja-Mengwitani di Kabupaten
Buleleng titik 7-10 mengalami kendala yang ditengarai dengan kemunduran waktu
penyelesaiannya. Dengan demikian calon peneliti melakukan penelitian dengan
permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya perbedaan antara waktu yang direncanakan dengan
realitas waktu pelaksanaan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan JBBK
Singaraja-Mengwitani titik 7-10 di Kabupaten Buleleng?

2. Mengapa terjadi misschedule dalam pengadaan tanah untuk pembangunanJBBK
Singaraja-Mengwitani titik 7-10 di Kabupaten Buleleng?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui adanya perbedaan antara waktu yang direncanakandengan
realitas waktu pelaksanaan dalam pengadaan tanah untukpembangunan JBBK

Singaraja-Mengwitani titik 7-10 di Kabupaten Buleleng.

b. Untuk mengetahui penyebab terjadinya misschedule dalam pengadaan tanah
untuk pembangunan JBBK Singaraja-Mengwitani titik 7-10 di Kabupaten
Buleleng.

2. Manfaat penelitian:



a. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan terkait
dengan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah terkhusus mengenai

perencanaan waktu yang baik.
b. Kegunaan Praktis
1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan
tentang pelaksanaan pengadaan tanah khususnya mengenai perencanaan

jangka waktu yang ideal dalam pelaksanaanpengadaan tanah.
2) Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk
mengevaluasi kebijakan dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah terkait
dengan jangka waktu pelaksanaan agar kegiatan pengadaan tanah dapat

terkontrol dan berjalan lancar.
3) Bagi Instansi Lain

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk instansi lain
yang memerlukan tanah dalam rangka pengadaan tanah terkait dengan
penyusunan dokumen perencanaan agar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan terutama mengenai perencanaan waktu pelaksanaan

pengadaan tanah.



BAB VII
PENUTUP

A.Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan
Baru Batas Kota Singaraja-Mengwitani Titik 7-10 di Kabupaten Buleleng dapat diambil

kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Proses terjadinya perbedaan antara waktu yang direncanakan dengan realitas waktu
pelaksanaan pengadaan tanah yakni:

a. Misschedule dalam kegiatan inventarisasi (kegiatan ini tidak dijadwalkan dalam
rencana waktu/time schedule pelaksanaan pengadaan tanah), sehingga data awal
mengenai pihak yang berhak tidak relevan dengan fakta dilapangan.

b. Keterbatasan waktu pelaksanaan sehingga kegiatan musyawarah ganti kerugian
tidak sesuai dengan jadwal perencanaan.

c. Keterlambatan waktu dalam pembayaran ganti kerugian.

2. Penyebab terjadinya misschedule dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan
Baru Batas Kota Singaraja-Mengwitani Titik 7-10 di Kabupaten Buleleng adalah
karena tidak berjalannya fungsi manajemen yang baik antara lain sebagai berikut:

a. Perencanaan (Planning) yang kurang matang, dokumen perencanaan yang
disusun khususnya mengenai perkiraan jangka waktu pelaksanaantidak detail dan
tidak sesuai dengan peraturan pengadaan tanah yang berlaku saat penyusunan
dilakukan.

b. Pengorganisasian (Organizing)

1) Faktor Internal:
a) Kurangnya pemahaman instansi yang memerlukan tanah mengenai
penyusunan dokumen perencanaan
b) Proses pembayaran ganti kerugian yang berlarut-larut
¢) Kurangnya dana dari instansi yang memerlukan tanah, sehingga perlu
dilakukan revisi anggaran.
d) Keterbatasan sumber daya manusia pada tim pelaksana pengadaan

tanah.

2) Faktor Eksternal: banyak masyarakat mengalihkan hak atas tananhya kepada
pihak lain (proses jual beli) hanya dibawah tangan.



c. Pelaksanaan (Actuacting)

1) Faktor Internal: kurangnya komunikasi dan koordinasi antara instansi yang
memerlukan tanah (PUPR) dengan BPN selaku pelaksanapengadaan tanah.
Salah satu contohnya BPN tidak dilibatkan dalam penyusunan dokumen
perencanaan.

2) Faktor Eksternal: pada saat kegiatan inventarisasi dan identifikasi obyek
bidang tanah, masih banyak patok bidang tanah yang belum terpasang.
Sehingga pada saat pengumuman inventarisasi masih terdapat sanggahan
dari pihak yang berhak terkait dengan luas bidang tanahnya.

d. Kurangnya pengawasan/controlling secara berkala dari instansi yang
memerlukan tanah maupun tim pelaksana pengadaan tanah. Sehingga tidak ada

kontrol mengenai jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah.

B. Saran

1.

Kegiatan pengadaan tanah merupakan kegiatan yang berkelanjutan dalam hal
pembangunan insfrastruktur, sebaiknya dilakukan pelatihan mengenai pengadaan
tanah kepada sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan pengadaan
tanah. Sehingga SDM tersebut paham mengenai setiap tahapan dalam pengadaan

tanah.

. Membentuk grup diskusi antar instansi terkait mengenai kegiatan pengadaantanah

untuk menjalin komunikasi dan koordinasi guna menyamakan persepsi dalam

melaksanakan kegiatan pengadaan tanah.

. Memaksimalkan kegiatan controlling/pengawasan oleh masing-masing instansi terkait

yang dilakukan secara berkala untuk menilai kegiatan pengadaan tanah apakah
berjalan dengan baik atau tidak serta memberikan solusi dari kendala yang dijumpai

sehingga kegiatan pengadaan tanah tidak melampaui batas yang ditetapkan.
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